PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan,
penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh
Penduduk, perlu dilakukan pengaturan terhadap
penyelenggaraan administrasi kependudukan;

b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, pengaturan teknis
penyelenggaraan administrasi  kependudukan diatur
dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan

Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3437);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209 );
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10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 3437);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4235);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4634);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3050);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737;

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

http://www.bphn.go.id/


http://www.bphn.go.id/data/documents/07pr001.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/07pp038.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/07pp037.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/75pp009.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/06uu023.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/06uu012.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu032.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu010.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/02uu023.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/92uu009.pdf

14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

15. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Purworejo
Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat
I Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat Il Purworejo Tahun 1989 Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
3.

4. Penyelenggara urusan administrasi kependudukan di Daerah yang

Daerah adalah Kabupaten Purworejo.

penyelenggara pemerintahan daerah.
Bupati adalah Bupati Purworejo.

selanjutnya dapat disebut penyelenggara adalah Pemerintah Daerah yang
bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan administrasi
kependudukan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKPD
adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli,
Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja,
Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lainnya.

Instansi Pelaksana adalah SKPD yang bertanggung jawab dan berwenang
melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
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7. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melaksanakan pencatatan
peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada instansi pelaksana
yang pengangkatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di
wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh
pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan.

10.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit
Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana.

11.Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah instansi
vertikal Departemen Agama di Kecamatan yang melaksanakan tugas
pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama
Islam.

12.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam
wilayah kerja kecamatan.

13.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan berada di Kabupaten Purworejo.

14.Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai Perangkat Daerah.

15.Petugas Registrasi adalah petugas yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai
Negeri Sipil Daerah yang memenuhi syarat, untuk melaksanakan tugas
administrasi kependudukan di wilayah desa/ kelurahan.

16.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK,
adalah sistem informasi administrasi yang memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi
administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan instansi pelaksana
sebagai satu kesatuan.

17.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh
Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti
autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil.

18.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk
secara sah serta bertempat tinggal di dalam wilayah Indonesia sesuai
peraturan perundang-undangan.

19.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat WNI adalah
orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang
disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.

20.0rang Asing yang selanjutnya dapat disebut WNA adalah orang yang bukan
Warga Negara Indonesia.

21.0rang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam
jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah
mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.

22.0rang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah
Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari
instansi yang berwenang.
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23.Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut
Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan
dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana
alam, kerusuhan sosial atau bertempat tinggal didaerah terbelakang.

24.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan
atas pelaporan peristiwva kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan
Adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu/
surat keterangan kependudukan.

25.Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati
diri,informasi dasar, serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan
yang dialami penduduk sejak saat lahir.

26.Peristiwva kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang
harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau
perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat
keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah, datang, perubahan
alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi
tinggal tetap.

27.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah
Nomor Identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan
melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

28.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas
Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam
keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.

29.Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas
resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah,
yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

30.Kepala Keluarga adalah orang yang bertempat tinggal dengan orang lain,
baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab
dalam keluarga itu, orang yang bertempat tinggal seorang diri, kepala
kesatrian, asrama, rumah piatu, dan lain-lain dimana beberapa orang
bertempat tinggal bersama-sama.

31.Perubahan alamat adalah berubahnya alamat penduduk tanpa diikuti
perpindahan fisik penduduk, sebagai akibat pemekaran/ penggabungan
wilayah dan/ atau pergantian nama tempat.

32.Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk
menetap karena perpindahan dari tempat yang lama dan datang ketempat
yang baru.

33.Domisili adalah tempat kediaman yang sah (resmi) berdasarkan dokumen
kependudukan.

34.Mutasi Data adalah perubahan data akibat perubahan status warga negara,
ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pindah agama,
ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah kartu keluarga dan perubahan
alamat tempat tinggal.

35.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiva penting yang dialami
seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

36.Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi
kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, pembatalan perkawinan,
perceraian, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status
kewarganegaraan.

37.Akta Pencatatan Sipil adalah akta autentik yang memuat catatan lengkap
seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan
pengangkatan anak.
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